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an opportunity and a challenge. This study aims to analyze the legal
framework governing TKDN policies and examine their implications
for the interest and performance of foreign issuers in the technology
sector within the Indonesian capital market. This research employs a
normative juridical method with statutory and conceptual approaches
through the analysis of primary and secondary legal materials. The
results indicate that TKDN policy has been regulated through several
laws and regulations, including Law Number 3 of 2014 concerning
Industry and various ministerial regulations related to domestic
component requirements in the technology sector. The policy is
intended to strengthen domestic industries, encourage technology
transfer, and increase the competitiveness of local products. However,
in practice, the implementation of TKDN policies may influence the Keywords :
attractiveness of Indonesia’s capital market for foreign technology TKDN; Foreign Issuers; Capital Market;
issuers due to regulatory complexity, compliance costs, and limitations ~ T¢chnology Sector; Legal Certainty.
in domestic industrial capacity. Kata Kunci :
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Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi ~ Sektor Teknologi; Kepastian Hukum.
terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar
modal Indonesia, baik sebagai peluang maupun tantangan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur
kebijakan TKDN serta mengkaji implikasinya terhadap minat dan
kinerja emiten asing di sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui

analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan TKDN telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian dan berbagai peraturan menteri
terkait kewajiban penggunaan komponen dalam negeri pada sektor
teknologi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat industri
nasional, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan daya
saing produk dalam negeri. Namun, dalam implementasinya,
kebijakan TKDN dapat memengaruhi daya tarik pasar modal
Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi akibat kompleksitas
regulasi, biaya kepatuhan, dan keterbatasan kapasitas industri
domestik..
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PENDAHULUAN

Perkembangan sektor teknologi dalam era digitalisasi global telah menciptakan dinamika baru
dalam pasar modal, khususnya terkait keterlibatan perusahaan teknologi asing sebagai emiten di
berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kehadiran emiten asing di sektor teknologi
dipandang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, transfer teknologi,
penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks pasar
modal, keberadaan perusahaan teknologi asing juga berpotensi meningkatkan kapitalisasi pasar,
memperluas variasi instrumen investasi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek
pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun demikian, di tengah upaya menarik investasi dan
menjaga stabilitas pasar modal, pemerintah Indonesia tetap berupaya memperkuat industri domestik
melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN).

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bentuk kebijakan negara
yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi barang dan
jasa di Indonesia. Konsep TKDN pada dasarnya merupakan implementasi dari Local Content
Requirements (LCR) yang banyak diterapkan oleh negara berkembang sebagai instrumen perlindungan
industri dalam negeri. Di Indonesia, TKDN diterapkan pada berbagai sektor strategis, seperti industri
telekomunikasi, elektronika, energi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sektor teknologi
informasi dan komunikasi. Ketentuan mengenai TKDN dapat ditemukan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan
Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, serta Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.

Secara normatif, kebijakan TKDN bertujuan untuk memperkuat industri nasional,
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta
mendorong transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri domestik. Pemerintah juga
menjadikan kebijakan TKDN sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan
menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Melalui Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, pemerintah semakin menegaskan komitmen dalam
mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal pada berbagai sektor strategis.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan TKDN pada sektor teknologi juga menimbulkan
berbagai konsekuensi hukum dan ekonomi, khususnya terhadap perusahaan teknologi asing yang
terlibat dalam pasar modal Indonesia. Kewajiban pemenuhan komponen dalam negeri dinilai dapat
memengaruhi strategi bisnis, efisiensi produksi, serta tingkat kepatuhan perusahaan asing terhadap
regulasi nasional. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan teknologi asing menghadapi tantangan
berupa kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas industri domestik, serta tingginya biaya
penyesuaian terhadap ketentuan TKDN. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi minat perusahaan
teknologi asing untuk melakukan ekspansi usaha, melakukan penawaran umum, maupun
mempertahankan kinerja bisnisnya di Indonesia.

Dari perspektif hukum pasar modal, kebijakan TKDN juga dapat memberikan implikasi
terhadap minat investor dan stabilitas pasar. Emiten asing sektor teknologi yang menghadapi hambatan
regulasi atau peningkatan biaya produksi dapat mengalami penurunan daya saing dan kinerja keuangan,
yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor di pasar modal. Sebaliknya, kebijakan TKDN yang
diterapkan secara proporsional dan didukung kepastian hukum dapat menjadi instrumen untuk
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menciptakan ekosistem industri teknologi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan industri dalam negeri dengan kebutuhan
menjaga iklim investasi dan daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi.

Penelitian mengenai kebijakan TKDN sebelumnya umumnya lebih banyak berfokus pada aspek
penanaman modal asing, industri manufaktur, maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi kebijakan TKDN terhadap minat dan
kinerja emiten asing di sektor teknologi dalam perspektif hukum pasar modal masih relatif terbatas.
Padahal, perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya keterlibatan perusahaan teknologi global
dalam pasar modal Indonesia menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum yang lebih komprehensif
terkait hubungan antara kebijakan TKDN dan dinamika pasar modal nasional. Dengan demikian,
penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena mengkaji kebijakan TKDN tidak hanya sebagai
instrumen hukum industri, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi minat dan kinerja emiten asing
dalam pasar modal Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum
kebijakan TKDN di Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap minat dan kinerja emiten asing
sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pasar modal dan hukum ekonomi, serta
menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga
keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada perpaduan teori hukum pasar modal, teori kepastian hukum, serta
teori perlindungan industri dalam negeri dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap emiten asing sektor teknologi di pasar modal Indonesia.
Pilar teoritis pertama bersumber pada Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch yang menegaskan
bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan. Dalam konteks kebijakan TKDN, ketiga nilai tersebut menjadi landasan penting untuk
menilai apakah regulasi yang diterapkan telah memberikan kepastian hukum bagi emiten asing sektor
teknologi, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi industri nasional. Kepastian hukum
diperlukan agar emiten dan pelaku pasar memperoleh kejelasan terkait kewajiban pemenuhan
komponen dalam negeri, sedangkan aspek kemanfaatan diarahkan pada penguatan industri teknologi
domestik serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Pilar teoritis kedua berlandaskan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang
menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum,
struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam penelitian ini tercermin melalui berbagai
regulasi mengenai TKDN dan pasar modal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta berbagai peraturan menteri
terkait kewajiban TKDN pada sektor teknologi dan telekomunikasi. Struktur hukum terlihat pada peran
pemerintah, kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bursa Efek Indonesia dalam melakukan
pengawasan dan implementasi kebijakan. Adapun budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan
perusahaan teknologi asing terhadap kewajiban pemenuhan komponen dalam negeri serta respons
pelaku pasar terhadap kebijakan tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan
kebijakan TKDN dalam praktik serta pengaruhnya terhadap stabilitas dan daya tarik pasar modal
Indonesia.

Dalam mengkaji implikasi kebijakan TKDN terhadap minat dan kinerja emiten asing,
penelitian ini juga menggunakan Signaling Theory yang menjelaskan bahwa informasi dan kebijakan
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yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi sinyal bagi investor maupun pelaku pasar dalam mengambil
keputusan investasi. Kebijakan TKDN dapat dipandang sebagai sinyal positif apabila mampu
menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat industri nasional dan menciptakan ekosistem
teknologi yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terlalu kompleks atau menimbulkan
biaya kepatuhan tinggi dapat dipersepsikan sebagai risiko regulasi yang memengaruhi minat emiten
asing untuk masuk atau bertahan di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk
menganalisis bagaimana kebijakan TKDN memengaruhi persepsi investor dan kinerja perusahaan
teknologi asing di pasar modal.

Pilar teoritis terakhir bertumpu pada Infant Industry Theory yang dikemukakan oleh Friedrich
List. Teori ini menyatakan bahwa negara berkembang memerlukan perlindungan terhadap industri
domestik yang masih berkembang agar mampu bersaing dengan industri asing yang lebih maju.
Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan penggunaan komponen lokal, pembatasan
impor, maupun pemberian prioritas terhadap produk dalam negeri. Dalam konteks penelitian ini,
kebijakan TKDN dipandang sebagai instrumen hukum ekonomi yang bertujuan memperkuat daya saing
industri teknologi nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi digital nasional tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga daya tarik pasar modal Indonesia bagi
emiten asing sektor teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap
norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan implikasinya terhadap minat serta kinerja
emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis
bahan pustaka dan data sekunder yang relevan guna memperoleh pemahaman mengenai pengaturan
hukum TKDN dalam kaitannya dengan kepastian hukum, iklim investasi, dan stabilitas pasar modal
nasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multidimensional, meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan
TKDN, sektor teknologi, dan pasar modal. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk
mengkaji konsep-konsep hukum pasar modal, kepastian hukum, perlindungan industri dalam negeri,
serta teori yang berkaitan dengan implikasi regulasi terhadap minat dan kinerja emiten asing di pasar
modal Indonesia.

Spesifikasi data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan
Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, serta Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika. Adapun bahan hukum sekunder
terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
hukum pasar modal, hukum investasi, sektor teknologi, dan kebijakan TKDN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary research) dengan
menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, dan berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek
penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik
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kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus terkait implikasi kebijakan TKDN
terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Analisis
penelitian ini menggunakan konstruksi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman, Signaling Theory, serta Infant Industry Theory untuk menilai efektivitas
regulasi TKDN dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga daya tarik pasar modal Indonesia, dan
memperkuat industri teknologi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implikasi Kebijakan Tkdn Terhadap Minat Dan Kinerja Emiten Asing Di Sektor Teknologi
Dalam Pasar Modal Indonesia

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia pada dasarnya lahir sebagai
instrumen negara untuk memperkuat industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap produk
impor, serta meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, kebijakan TKDN
tidak hanya berdampak pada sektor industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap
dinamika pasar modal, khususnya terhadap perusahaan teknologi asing yang beroperasi dan memiliki
keterkaitan dengan pasar modal Indonesia. Seiring berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya
dominasi perusahaan teknologi global, penerapan kebijakan TKDN menjadi salah satu faktor penting
yang memengaruhi keputusan bisnis, strategi investasi, serta kinerja perusahaan teknologi asing di
Indonesia.

Secara normatif, kebijakan TKDN diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur
perhitungan dan penerapan TKDN pada sektor teknologi dan telekomunikasi. Kebijakan tersebut
mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi barang dan jasa tertentu, termasuk
perangkat teknologi seperti telepon seluler, komputer genggam, dan perangkat elektronika lainnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan investasi asing
memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan industri domestik, baik melalui penggunaan
bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dalam negeri, maupun transfer teknologi.

Dalam perspektif pasar modal, penerapan kebijakan TKDN dapat memberikan implikasi
terhadap minat emiten asing sektor teknologi untuk masuk atau mempertahankan eksistensinya di pasar
Indonesia. Emiten asing pada umumnya mempertimbangkan stabilitas regulasi, kepastian hukum,
efisiensi operasional, serta potensi keuntungan ekonomi sebelum melakukan ekspansi bisnis atau
penawaran saham di suatu negara. Kebijakan TKDN yang mewajibkan penggunaan komponen lokal
dalam jumlah tertentu dapat memengaruhi strategi produksi dan distribusi perusahaan asing, terutama
apabila kapasitas industri domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan teknologi yang
diperlukan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan biaya kepatuhan (compliance cost)
bagi perusahaan teknologi asing.

Selain memengaruhi minat emiten asing, kebijakan TKDN juga memiliki dampak terhadap
kinerja perusahaan teknologi asing yang telah beroperasi di Indonesia. Perusahaan yang mampu
menyesuaikan diri dengan ketentuan TKDN berpotensi memperoleh keuntungan jangka panjang
melalui akses pasar yang lebih luas, peningkatan legitimasi usaha, serta hubungan yang lebih baik
dengan pemerintah dan konsumen domestik. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kesulitan
memenuhi persyaratan TKDN dapat menghadapi hambatan operasional, keterlambatan distribusi
produk, hingga penurunan daya saing di pasar. Dalam konteks pasar modal, kondisi tersebut dapat
memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, nilai saham, serta tingkat kepercayaan investor terhadap
prospek bisnis perusahaan teknologi asing di Indonesia.

Media Hukum Indonesia, 2026, Vol. 4, No. 2, P. 389-398



Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4, No. 2, June 2026
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane e-ISSN: 3032-6591
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index pp 399-408

Di sisi lain, kebijakan TKDN juga dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk
meningkatkan daya saing industri teknologi nasional. Dengan mendorong penggunaan komponen lokal,
pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan
ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, serta memperkuat transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri domestik. Dalam
jangka panjang, penguatan industri teknologi nasional dapat memberikan dampak positif terhadap pasar
modal Indonesia melalui meningkatnya jumlah perusahaan teknologi domestik yang mampu bersaing
dan melakukan penawaran umum di pasar modal.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan TKDN masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur industri dalam negeri, serta belum optimalnya
kapasitas produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan industri teknologi modern. Tantangan tersebut
dapat memengaruhi persepsi investor dan pelaku pasar terhadap iklim investasi di Indonesia. Oleh
karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kepastian hukum agar kebijakan TKDN
tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi
nasional yang tetap mampu menjaga daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor
teknologi.

Dengan demikian, kebijakan TKDN memiliki implikasi yang bersifat dualistis terhadap pasar
modal Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan penguatan
industri nasional. Namun, di sisi lain, implementasi yang kurang efektif dapat memengaruhi minat dan
kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan
keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan penciptaan iklim investasi yang kondusif
agar tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat tercapai secara optimal.

Dampak Kebijakan Tkdn Terhadap Minat Dan Kinerja Emiten Asing Di Sektor Teknologi
Dalam Pasar Modal Indonesia

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah strategis pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai sektor industri,
khususnya sektor teknologi dan telekomunikasi. Kebijakan ini tidak hanya berdampak terhadap
aktivitas industri dan perdagangan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap iklim pasar modal
Indonesia, terutama terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi. Dalam praktiknya,
perusahaan teknologi asing yang memiliki keterkaitan dengan pasar modal Indonesia harus
menyesuaikan kegiatan usaha dan strategi bisnisnya dengan persyaratan kandungan lokal yang
ditetapkan pemerintah agar dapat beroperasi dan memasarkan produknya di Indonesia.

Regulasi mengenai TKDN di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan,
seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur tata cara
penghitungan nilai TKDN pada sektor teknologi dan elektronika. Kebijakan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas penggunaan produk dalam negeri, serta
mendorong transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri lokal. Dalam konteks pasar modal,
keberhasilan implementasi kebijakan TKDN dapat memperkuat fundamental industri teknologi
nasional dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi digital
Indonesia.

Dari sisi positif, kebijakan TKDN dapat memberikan peluang bagi emiten asing sektor
teknologi untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan domestik. Kewajiban penggunaan
komponen lokal mendorong perusahaan asing membangun kemitraan strategis dengan industri nasional
melalui pengembangan fasilitas produksi, kerja sama rantai pasok, maupun transfer teknologi. Kondisi
tersebut dapat meningkatkan legitimasi bisnis perusahaan asing di Indonesia serta memperkuat posisi
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mereka di mata investor dan pemerintah. Selain itu, keterlibatan perusahaan teknologi asing dalam
pengembangan industri lokal berpotensi meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan melalui
perluasan pasar dan peningkatan loyalitas konsumen domestik.

Namun demikian, kebijakan TKDN juga menimbulkan berbagai tantangan bagi emiten asing
sektor teknologi. Persyaratan kandungan lokal yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional dan
biaya kepatuhan (compliance cost) perusahaan asing. Emiten teknologi asing yang sebelumnya
bergantung pada rantai pasok global harus melakukan penyesuaian dengan menggunakan pemasok
lokal yang belum tentu memiliki kapasitas, kualitas, atau teknologi yang setara dengan standar
internasional. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efisiensi produksi dan daya saing perusahaan di
pasar. Selain itu, kompleksitas regulasi dan proses sertifikasi TKDN yang panjang juga dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Dalam perspektif pasar modal, tantangan tersebut dapat memengaruhi minat emiten asing untuk
melakukan ekspansi usaha, melakukan penawaran umum, maupun mempertahankan investasinya di
Indonesia. Perusahaan teknologi asing pada umumnya mempertimbangkan stabilitas regulasi, kepastian
hukum, dan efisiensi bisnis sebelum mengambil keputusan investasi. Apabila kebijakan TKDN
dipandang terlalu membebani atau tidak didukung oleh kapasitas industri domestik yang memadai,
maka hal tersebut berpotensi menurunkan daya tarik pasar modal Indonesia bagi perusahaan teknologi
global. Sebaliknya, apabila implementasi TKDN dilakukan secara proporsional dan didukung regulasi
yang jelas, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen yang mampu menciptakan ekosistem industri
teknologi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Beberapa sektor yang paling terdampak oleh kebijakan TKDN adalah industri telekomunikasi
dan elektronika, khususnya perangkat 4G dan 5G, komputer, serta produk teknologi digital lainnya.
Pemerintah menetapkan persentase tertentu terhadap kandungan lokal agar produk teknologi dapat
dipasarkan di Indonesia. Kebijakan tersebut mendorong perusahaan teknologi global untuk melakukan
investasi jangka panjang melalui pembangunan fasilitas produksi, pengembangan pusat inovasi,
maupun kerja sama dengan perusahaan lokal. Salah satu contoh perusahaan teknologi global yang
terdampak kebijakan TKDN adalah Apple Inc. yang harus memenuhi persyaratan kandungan lokal agar
produk-produknya dapat dipasarkan secara optimal di Indonesia.

Selain itu, kebijakan TKDN juga memiliki implikasi terhadap persepsi investor di pasar modal.
Perusahaan teknologi asing yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan TKDN dapat dipandang
memiliki komitmen jangka panjang terhadap pasar Indonesia sehingga meningkatkan kepercayaan
investor. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami hambatan dalam pemenuhan TKDN dapat
menghadapi risiko penurunan kinerja, keterlambatan distribusi produk, hingga ketidakpastian bisnis
yang berpengaruh terhadap nilai saham dan minat investor. Oleh karena itu, kebijakan TKDN tidak
hanya menjadi instrumen hukum industri, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas dan
daya tarik pasar modal Indonesia.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan
prosedur administrasi, serta penguatan kapasitas industri dalam negeri agar implementasi kebijakan
TKDN dapat berjalan efektif tanpa mengurangi minat emiten asing sektor teknologi di pasar modal
Indonesia. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan pengembangan industri pendukung menjadi faktor penting untuk menciptakan keseimbangan
antara perlindungan industri nasional dan keberlangsungan investasi asing di sektor teknologi. Dengan
demikian, kebijakan TKDN diharapkan tidak hanya mampu memperkuat industri domestik, tetapi juga
menjaga daya saing dan stabilitas pasar modal Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
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SIMPULAN

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia merupakan instrumen
hukum ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya pada sektor
teknologi dan telekomunikasi. Dalam perkembangannya, kebijakan TKDN tidak hanya berdampak
terhadap sektor industri, tetapi juga memiliki implikasi terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor
teknologi dalam pasar modal Indonesia. Melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian serta berbagai peraturan menteri terkait sektor teknologi, pemerintah
mewajibkan perusahaan untuk memenuhi persentase tertentu dari kandungan lokal dalam produk dan
kegiatan produksinya.

Dari perspektif pasar modal, kebijakan TKDN memberikan dampak yang bersifat dualistis. Di
satu sisi, kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan industri teknologi domestik, memperkuat
transfer teknologi, meningkatkan kolaborasi antara perusahaan asing dan industri lokal, serta
memperkuat daya saing ekonomi nasional. Kebijakan TKDN juga dapat meningkatkan legitimasi dan
keberlanjutan usaha perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia apabila mampu
menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan TKDN
juga menimbulkan tantangan bagi emiten asing sektor teknologi, seperti meningkatnya biaya kepatuhan
(compliance cost), kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas industri lokal, serta ketidakpastian
administratif yang dapat memengaruhi minat investasi dan kinerja perusahaan di pasar modal Indonesia.
Secara keseluruhan, implementasi kebijakan TKDN dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam
mendukung kemandirian ekonomi nasional dan penguatan industri teknologi dalam negeri. Akan tetapi,
efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta
kesiapan industri domestik dalam memenuhi kebutuhan sektor teknologi modern. Oleh karena itu,
diperlukan keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan penciptaan iklim investasi yang
kondusif agar kebijakan TKDN tetap mampu menjaga daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten
asing sektor teknologi.

SARAN

Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme perhitungan, sertifikasi, dan pelaporan TKDN
agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh pelaku usaha, khususnya emiten asing sektor teknologi.
Kepastian prosedur dan harmonisasi regulasi sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum
serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, koordinasi antara
kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia perlu diperkuat agar
implementasi kebijakan TKDN tidak menimbulkan hambatan administratif yang berlebihan bagi
perusahaan teknologi asing. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas industri domestik melalui
dukungan terhadap pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
pemberian insentif bagi industri lokal yang mampu memenuhi standar global. Penguatan industri
pendukung dalam negeri akan membantu perusahaan teknologi asing memenuhi ketentuan TKDN tanpa
mengorbankan efisiensi produksi dan daya saing bisnisnya. Selain itu, kebijakan insentif seperti
keringanan pajak, kemudahan investasi, dan dukungan riset serta pengembangan (research and
development) perlu diperluas untuk mendorong kolaborasi antara perusahaan asing dan industri
nasional.

Selanjutnya, evaluasi dan peninjauan berkala terhadap implementasi kebijakan TKDN perlu
dilakukan agar kebijakan tersebut tetap relevan dengan perkembangan industri teknologi dan dinamika
pasar modal global. Pemerintah juga perlu melibatkan pelaku industri, akademisi, serta investor dalam
proses evaluasi kebijakan guna menciptakan regulasi yang adaptif, efektif, dan mampu menjaga
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keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan daya tarik investasi asing di pasar modal
Indonesia.
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